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PPDP - PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN – PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DAN 
DANA PENSIUN 

2025 

POJK NO.33, LN 2025/NO. 45/OJK, TLN NO. 174/OJK, 15 HLM.  

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN 
PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DAN DANA PENSIUN 

ABSTRAK : - bahwa tingkat kesehatan perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, 
dan dana pensiun merupakan cerminan dari kondisi dan kinerja perusahaan 
perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun yang merupakan 
sarana bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan strategi dan fokus 
pengawasan serta untuk mendukung penerapan pengawasan berbasis risiko 
bagi lembaga penjamin sehingga perlu mengatur kembali ketentuan 
mengenai penilaian tingkat kesehatan bagi perusahaan perasuransian, 
lembaga penjamin, dan dana pensiun. 

- Dasar hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah: UU No. 21 Tahun 
2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 40 
Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU 
No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; 
dan UU No. 4 Tahun 2023. 

- Penyempurnaan yang dilakukan antara lain perubahan nomenklatur LJKNB 
(Lembaga Jasa Keuangan Nonbank) menjadi PPDP (Perusahaan 
Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun), penambahan 
lembaga penjamin dalam ruang lingkup penilaian tingkat kesehatan PPDP, 
penambahan jenis risiko bagi lembaga penjamin, pertimbangan rasio 
kesehatan keuangan dalam penilaian tingkat kesehatan PPDP, penambahan 
sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan dan penyesuaian 
besaran sanksi administratif. 

CATATAN : - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 
2026. 

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan pada tanggal 17 
Desember 2025 dan ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2025. 

- Penyampaian hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bagi Lembaga 
Penjamin pertama kali disampaikan paling lambat 15 Februari 2027. 

- Pada saat POJK ini mulai berlaku: 
a. Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha sebelum 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib melakukan 
penilaian tingkat kesehatan secara individual dan secara konsolidasi 
paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini 
diundangkan, dalam hal melakukan pengendalian terhadap perusahaan 
anak; 

b. Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha sebelum 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib memenuhi 
ketentuan penilaian tingkat kesehatan PPDP yang dilakukan secara 
individual paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan ini diundangkan; dan 

c. sanksi administratif yang telah dikenakan kepada PPDP sebelum 
berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan tetap 
berlaku. 

- Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan 
pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 
tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, 
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dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 

- Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan 
mengenai penilaian tingkat kesehatan bagi perusahaan perasuransian dan 
dana pensiun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa 
Keuangan Nonbank (POJK 28/2020), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

- Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan 
Pasal 56 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

- Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan manajemen bagi lembaga 
penjamin akan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner OJK. 

- Penjelasan : 7 hlm. 
 


